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1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum 

3.   Mencerdaskan kehidupan bangsa

4.  Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial



Arahan Presiden Terkait Stranas Pencegahan Korupsi
(Istana Negara, 13 Maret 2019) 

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 -2024

(Senayan , 20 Oktober 2019)

Perpres Stranas 

mengandung 

semangat 

kolaborasi jangan 

lagi ego sektoral 

dalam 

pencegahan 

korupsi

1
Strategi Nasional 

ini tidak boleh 

hanya jadi 

dokumen, 

laksanakan 

segera. Rakyat 

ingin Indonesia 

segera bebas 

dari korupsi

2
ñTugas kita itu 

menjamin delivered , 

bukan hanya 

menjamin sentò

ñProgram harus

dijalankan, dan 

masyarakat

menerima manfaatò

5 Arah Pemerintah 2019-2024

1) Pembangunan SDM 

2) Pembangunan infrastruktur 

3) Penyederhanaan Regulasi

4) Penyederhanaan birokrasi , dan

5) Transformasi ekonomi
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f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.

a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi

b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik

c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi

e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
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f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi

a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaanterhadap laporan harta         
kekayaan penyelenggaranegara

b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi

c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan

d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi

e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat, dan

Dalam melaksanakan tugas pencegahansebagaimana dimaksud dalam   Pasal 6 huruf a,Komisi 

Pemberantasan Korupsi berwenang:
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Korupsidirumuskandalam30 jenistipikor, dikelompokkanmenjaditujuh jenisbesar
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Strategi jangkapendek

strategi yang diharapkanmampusegeramemberikanmanfaat/ pengaruh
dalampencegahan dan pemberantasankorupsi.

Strategi jangkamenengah

strategi yang secarasistematismampumencegahterjadinyaTPK -Perbaikan
sistemadministrasidanmanajemenpenyelenggaranegara

Strategi jangkapanjang dan berkelanjutan

diharapkanmampumengubahbudayaanti-korupsidanpersepsimasyarakat
terhadapkorupsiĄ budayaproduktif & inovatif
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Melaksanakan Reformasi Birokrasi

PERAN KPK DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN KORUPSI TERHADAP PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH 11



StrategiNasional
Pencegahan dan 

PemberantasanKorupsi
JangkaPanjang2012 ς

2025danJangka 
Menengah 2012 ς2014

PERPRES 
55/2012

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi  (Stranas PK) adalah arah 
kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan 
korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, 
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam 
melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) di 
Indonesia.

Presiden Republik 
Indonesia

Top eselon dari 
5 Kementerian Lembaga

Tenaga Ahli, Tim Teknis lima K/L, 
Tim Administrasi

Koordinator Tim Nasional

Sekretariat Nasional

Tim Nasional
koordinasi, 

sinkronisasi, evaluasi

Kegiatan harian, 
fasilitasi, monitoring, 
output danoutcome 

delivery

FOKUSSTRANAS PK:
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Perizinan dan Tata 

Niaga

Keuangan Negara

Penegakan Hukum & 

Reformasi Birokrasi

Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal

Perbaikan Tata Kelola Data & Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan

Perkebunan

Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian

Bantuan Sosial dan Subsidi

Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis

Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik

Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

1

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa

Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu

2

3

4

6

7

9

5

8

10

11

Setiap aksi didetailkan dengan target triwulanan sampai dengan Akhir 2020
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LOKUSKEGIATAN 

6 987
Aceh

Sumut
Sumbar
Babel

Bengkulu

Jatim
Bali
NTT

Kalteng
Kalsel
Kaltim
Kaltara

Sulsel
Sultra
Sulbar
Papua
Pabar

1 432 5

Riau
Kepri
Jambi
Sumsel

DKI Jakarta
Lampung
Gorontalo

K/L

Banten
Jabar
Kalbar

Jateng
DIY
NTB

Sulut
Sulteng
Maluku
Malut

2017
24Provinsi
380Pemda

2018- 2020
34Provinsi
548Pemda
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FOKUS PENCEGAHAN KORUPSI DI DAERAH

TATA KELOLA 
DANA DESA

MANAJEMEN ASET 
DAERAH

OPTIMALISASI 
PENDAPATAN DAERAH

PERENCANAANDAN
PENGANGGARANAPBD

PENGADAAN
BARANGDANJASA

PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU

KAPABILITASAPIP

MANAJEMENASN 16
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FOKUS 
TEMATIK

Optimalisasi
Pendapatan

Daerah

Manajemen
Aset Daerah

Å Target PAD belum sesuai dengan
potensi real

Å Terjadi kebocoran dalam penerim
aan PAD

Latar
Belakang

Å Meningkatkan PAD
Å Kontribusi PAD terhadap APBD
Å Berdampak pada kesejahteraan A

SN

Tujuan

PP 54/ 2018 : 
STRANAS PK
Aksi Optimalisasi
Penerimaan Pajak

Å Aset belum disertifikatkan
Å Tumpang tindih aset antara Pemda

satu dengan Pemda/ instansi lainnya
Å Aset diklaim oleh pihak lain
Å Penyalahgunaan pemanfaatan aset

Latar
Belakang

Å Legalisasi aset
Å Kejelasan status kepemilikan aset
Å Pemanfaatan aset yang bertanggung

jawab
Å Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan

aset

Tujuan

Permendagri 19 
Tahun 2016
Pengelolaan 
Barang Milik
Daerah
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άKorupsitimbul dari keserakahan, kebutuhan, kesempatandanhukumyang rendah. untuk
memberantasnyaharusdilakukandengancarayang luar biasa. Langkahinovatif dansolutif
untuk KPK itulah yang diperlakukankedepanyaά 

ά PemberantasanKorupsiHarusdilakukansecaraintegrasi, 
menyeluruhdengan

SolusiPemberantasanKorupsi:
1. By Need Corruption (PerbaikanKesejahteraan)
2. By Greed Corruption (Pemberiansanksi/ hukumyang tegas, penerapanTPPU & 

pengembalianASSETT)
3. By System Corruption (Perbaikansystem secaraintegrase : Integrated System dengan

e_planning, e_budgeting, e_controlling)
4. Membentukgenerasiyang berkarakteranti korupsidanpolitik berintegritas
5. Memberdayakan9 korwil di seluruhprovinsi
6. FokusmenjaminterlaksananyaGood Governance and Good Government
7. Pencegahansebelumterjadi
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NO JABATAN JUMLAH

1 ANGGOTA DPR DAN DPRD 257
2 KEPALA LEMBAGA/KEMENTERIAN 28
3 DUTA BESAR 4
4 KOMISIONER 7
5 GUBERNUR 21
6 WALIKOTA/BUPATI DAN WAKIL 119
7 ESELON I, II, III DAN IV 225
8 HAKIM 22
9 JAKSA 10
10 POLISI 2
11 PENGACARA 12
12 SWASTA 297
13 LAIN-LAIN 142
14 KORPORASI 6

JUMLAH 1152
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NO INSTANSI JUMLAH
1 DPR RI 74

2 KEMENTERIAN/LEMBAGA 365

3 BUMN/BUMD 73

4 KOMISI 20

5 PEMERINTAH PROVINSI 139

6 PEMKAB/PEMKOT 361

JUMLAH 1032
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NO WILAYAH JUMLAH
1 PEMERINTAH PUSAT 359

2 NAD (NANGGROE ACEH DARUSSALAM)14

3 SUMATERA UTARA 64

4 SUMATERA SELATAN 22

5 SUMATERA BARAT 3

6 JAMBI 12

7 RIAU DAN KEPULAUAN RIAU 51

8 BENGKULU 22

9 DKI JAKARTA 61

10 BANTEN 24

11 JAWA BARAT 101

12 JAWA TENGAH 49

13 JAWA TIMUR 85

14 BALI 5

15 LAMPUNG 30

16 KALIMANTAN SELATAN 10

17 KALIMANTAN TENGAH 5

18 KALIMANTAN BARAT 10

19 KALIMANTAN TIMUR 22

20 SULAWESI UTARA 10

21 SULAWESI SELATAN 5

22 SULAWESI TENGAH 5

23 SULAWESI TENGGARA 8

24 MALUKU 6

25 NTB 12

26 NTT 5

27 PAPUA 22

JUMLAH 1022

NO WILAYAH JUMLAH
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Waktu Denda UangPengganti
Rampasan

Rupiah AUD Taiwan Dollar (TWD) SGD USD

20 Des ς31 Des2019 0 1.600.000.000 1.140.941.500 0 0 0 0

1 Jan- 20 Februari2020 2.377.000.000 1.745.100.000 28.588.727.631 20 110.000 51.000 41.410 

Total 2.377.000.000 3.345.100.000 29.729.669.131 20 110.000 51.000 41.410 

NOTE : JUMLAH KERUGIAN NEGARA YANG SUDAH DISELAMATKAN 

DALAM ADALAH SEBESAR
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TAHUN DENDA UANG PENGGANTI RAMPASAN TOTAL

2014 12.400.000.000 138.705.502.647 477.681.513.080 628.787.015.727 

2015 7.500.000.000 175.580.254.369 175.587.406.548 358.667.660.917 

2016 26.250.000.000 84.404.193.758 294.476.787.849 405.130.981.607 

2017 20.375.000.000 82.795.195.039 261.759.868.798 364.930.063.837 

2018 30.775.000.000 245.371.087.522 462.918.519.080 739.064.606.602 

2019 41.900.000.000 317.820.111.293 188.773.178.767 548.493.290.060 

Total 139.200.000.000 1.044.676.344.628 1.861.197.274.122 3.045.073.618.750

PUTUSAN PENGADILAN
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